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1.1 Latar Belakang

Perkembangan mutakhir tentang penyebab kemiskinan yang diperdebatkan

dewasa ini adalah pertentangan dua pendekatan antara pandangan geografis dan

institusional. Salah sa

ekonomi berbagai -

a
e

geografis (Saghs, Pendgie
adalah menunfukkan adian fesa
o

tropis yang me

bentan
hipotesis tersebut sy
tropis di dunia sepert
Robinson, 2012).

Studi Acemaglo & Robinson (2012) menjelaskan bahwa penyebab
kemajuan ekonomi suatu negara tidak ditentukan oleh faktor geografis. Acemoglu
& Robinson juga menekankan pentingnya peranan dari institusi dimana level dari
kesejahteraan suatu negara di dunia ditentukan oleh institusi ekonomi di negara
tersebut. Teori ini membantah pendapat yang menjelaskan kemiskinan terjadi

akibat kondisi geografis.



Beberapa pendukung yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi
kemiskinan adalah faktor geografis (Gallup, Sachs, & Mellinger, 1999; McArthur
& Sachs, 2001; Minot & Baulch, 2002; Polednak, 1997; Szwarcwald et al., 2000).
Polednak (1997) menjelaskan kesuburan tanah pertanian di Afrika mempengaruhi

ekonomi suatu wilayah dan pembangunan infrastruktur. Studi Gallup et al. (1999)

di Afrika menjelaskan lokasi i Midith,ca mpak yang besar pada tingkat

tudl

brkait %n i agunungan atau jarak

dari kota-kota besar.

2017). Studi Burki & Mushtaq (2010) menjelaskan adanya ketimpangan spasial
dan penyebab geografis pada industri manufaktur di Pakistan. Studi Das (2012) di
India menjelaskan lembaga mempunyai peran penting mengenai kemiskinan.
Faktor-faktor yang mendorong kemiskinan adalah faktor geografis, lingkungan
ekologis yang buruk, biaya pendidikan tinggi, kurangnya tenaga kerja dan
teknologi dan infrastruktur yang buruk (Liu et al., 2017). Studi Cepparulo et al
(2016) di Amerika Serikat menjelaskan perubahan geografis berdampak

pergeseran spasial kemiskinan.



Iklim mempengaruhi kesehatan fisik dan budaya kerja (Gray & Moseley,
2005; Naveed & Muhammad, 2016). Studi Gray & William (2005), di Afrika
menjelaskan petani kaya memiliki pendapatan yang lebih besar dari pada petani
miskin, ini disebabkan faktor geografis. Studi Naveed & Muhammad (2016) di

Pakistan menjelaskan orang yang miskin tetap miskin dan terus-menerus miskin

Beberapa studi menganalisis eWﬁ dalam masalah kemiskinan
A

(Baum et al., 2008). Penwj e meﬁ@ hwa institusi memiliki
e

kontribusi positif te@p ekoflOmi sUBtu negﬁ (AcoR

Robinson, 2004 ; gﬂn%, ‘ 9¢a an (@ menjglaskan bahwa awal

tahun 1990an s umla%ldi me MUK | kuat antara institusi

menstimulus pertumbuhan dan pembangunan. Acemoglu dalam sejumlah studinya
selama tahun 2001 hingga 2005 juga menemukan bahwa kualitas institusi
memiliki efek yang lebih penting terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Olson (1996) juga menyatakan bahwa perbedaan yang besar dari kesejahteraan
suatu bangsa sebagian besar disebabkan perbedaan dalam kualitas institusinya.
Menurut Acemoglu & Robinson (2012) menjelaskan di balik perangkap
kemiskinan terletak pada peran lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta
adanya rule of the game yang melindungi segenap warga negara. Rule of the

game yang di maksud adalah aturan-aturan seperti undang-undang, peraturan-



peraturan, kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam

bidang pendidikan salah satunya adalah program wajib belajar 9 tahun. Salah satu

realisasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah.
Kebijakan dibidang kesehatan adalah program Indonesia sehat. Upaya untuk

mencapai program pembangunan kesehatan seperti mendirikan institusi perawatan

Pengembangan modelfyang dila Gradstein (2007) vyaitu
\
3 Itusi gig Japatan adalah faktor

kualitas kelembagaan yang berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan,

tetapi untuk negara kaya kualitas kelembagaan berpengaruh negatif terhadap
distribusi pendapatan. Institusi yang mengarah pada pemerintahan yang baik atau
buruk adalah pengentasan kemiskinan (Grindle, 2004). Studi Sindzingre (2005) di
Afrika menunjukkan institusi sosial dan norma akan mempengaruhi kemiskinan.
Studi Arestis & Asena (2009) di Afrika menjelaskan lembaga internasional yang
paling berpengaruh dalam menentukan strategi pembangunan adalah sistem

liberalisasi.



Kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan harus
mempertimbangkan upaya peningkatan di lembaga negara-negara berkembang
untuk ekonomi pembangunan dan penghapusan kemiskinan (Tebaldi & Rames,

2010). Institusi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai kelompok

sosial dan politik (Kakwani, 2000; Dollar & Kraay, 2002; Ravallion & Chen,

kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam. Provinsi Riau merupakan
salah satu dari provinsi terkaya di Indonesia. Provinsi ini mempunyai kekayaan
sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit. PDRB
provinsi yang berasal dari migas merupakan yang pertama terbesar di Indonesia.
Riau dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia
365.827 barrel per hari. Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk
Domestik Regional Bruto Riau tahun 2018 mencapai Rp.755.275.29,- atau sekitar
27,82%. Sektor pertambangan menjadi dominan dalam memperkuat

perekonomian. Luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau sekitar 2,3 juta



hektar dan menghasilkan CPO sebanyak 8.198.962 ton per tahun. Kekayaan
sumber daya alam tidak sepenuhnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat,
sebab pada kenyataannya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau masih
tergolong rendah.

Sejak disepakati tujuan pembangunan milenium pada bulan September

2000, MDGs menjadi sua fBangunan hampir seluruh negara-

negara di dunia. Ind@nesia seba aw dari _perjanjian ini menunjukkan
A ’

komitmen terhadap pela

Sarwar, & Wadas, ZO%Brown C ang, Wen, Fang, &

menghasilkan ide MDGs, dengan buku The End of Poverty. Konsep SDGs
melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) di
mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Pembangunan SDGs ini ingin
dicapai sampai tahun 2030 (Subandi, 2005).

MDGs merupakan bagian dari program pembangunan nasional untuk
menangani penyelesaian terkait isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan
hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.
Kemudian kelanjutan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam pembangunan

pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGS).



SDGs merupakan program pembangunan dunia yang berkelanjutan untuk
kesejahteraan manusia. SDGs menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs
(Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan sampai tahun
2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang

Studi Sen (2001 mendefinj Wmﬁiskinan chagal suatu kondisi yang

ebebase un%ilih. tudi Timmer (2004)
: Wanratanta?gasar { i

014; (Esposito et al., 2017;
Hassan, 2014; Li, Su, & Liu, 2016; Wu, Zhang, & Zhang, 2008). Kemiskinan
secara ekonomi diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan (Barbier, 2010). Studi Ravallion (2016)
menjelaskan jumlah penduduk yang relatif miskin di Indonesia sebagai negara
berkembang dan kerentanan yang lebih besar terhadap risiko miskin. Studi
Sebnem (2017) di Turki menjelaskan bahwa peningkatan substansial kehidupan
rumah tangga miskin membutuhkan pekerjaan yang layak kondisi kerja, regulasi

pasar tenaga kerja efektif.



Sistem pendidikan sudah berjalan baik, maka hal ini akan diterima secara
luas sebagai jalur untuk keluar dari kemiskinan (Sen, 1992). Studi Tilak (1994) di
India menjelaskan pendidikan dan kemiskinan berhubungan terbalik. Semakin
tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah orang miskin karena pendidikan
mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan dengan mendapatkan upah yang

negara berkembang

am penguasaan ilmu dan

kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik maka negara akan sejahtera namun
sebaliknya jika kualitas pendidikan dan kesehatan sangat rendah maka negara
akan gagal. Menurut Balisacan et al. (2003) menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan mempengaruhi kemiskinan. Pendidikan yang tidak memadai dapat
dianggap sebagai bentuk kemiskinan. Tingkat pendidikan adalah elemen dalam
mengurangi rumah tangga miskin (Jha, Biswal, & Biswal, 2005; Morrisson, 2002;
Okojie, 2002)). Studi Okojie (2002) menjelaskan pendidikan dan ukuran rumah
tangga memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga di

Nigeria. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin



tinggi tingkat kesejahteraan. Studi Morrisson (2002) menjelaskan bahwa
permintaan akan pendidikan cukup sensitif terhadap biaya pendidikan, sehingga
dapat mengurangi permintaan pendidikan secara substansial di Afrika.

Investasi pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sehingga mendorong

pencapaian tujuan pembangunan milenium adalah penyediaan infrastruktur di
bawah standar dalam hal kuantitas maupun kualitas di Afrika (Jerome & Ariyo,
2004). Studi Gupta & Mitra (2004) di India menjelaskan hubungan antara
kemiskinan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan panel.
Kemiskinan dapat menjadi kendala untuk pencapaian pendidikan.

Pendidikan merupakan manfaat sosial yang memperbaiki situasi orang
miskin, pendidikan dasar dan menengah membantu mengurangi kemiskinan
dengan meningkatkan produktivitas orang miskin (World Bank, 2004).

Pertumbuhan infrastruktur dan layanan pendidikan maupun kesehatan mempunyai
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peranan penting mengurangi kemiskinan (Jahan & McCleery, 2005). Studi Mihai
et al. (2015) di Romania menjelaskan pendidikan merupakan hal yang penting di
negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Studi Bramley &

Karley (2007) di Inggris menjelaskan salah satu karakteristik pendidikan yang

rendah adalah lingkungan sekolah yang buruk.

Afrika, menerangkan adanya korelasi negatif antara pendidikan dan kemiskinan
dan berpengaruh positif pendidikan terhadap peluang kerja dan upah. Studi Wu et
al. (2008) menjelaskan pendidikan kepada orang miskin untuk meningkatkan
pendidikan dan keterampilan di pedesaan, terutama dari pedesaan terpencil di
Cina. Studi Rahman et al (2018) di Pakistan berpendapat ketidaksetaraan gender
dalam pendidikan berdampak buruk pada kemiskinan rumah tangga. Perbedaan
gender dapat dilihat dari anak-anak putus sekolah, sekitar 46 juta (62%) adalah
perempuan, terutama di Asia Selatan. Sementara itu, studi Chaudhry et al. (2009)

di Pakistan menjelaskan sekitar 54 persen anak yang tidak bersekolah adalah
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perempuan. Di Afrika, hampir 12 juta anak perempuan mungkin tidak pernah
mendaftar sekolah (UNESCO, 2010). Studi Amzat (2010) di Malaysia
menjelaskan anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah akibat biaya yang

mahal.

Institusi pendidikan merupakan peranan penting dalam pengentasan

mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan (Afzal, Malik, Begum, Sarwar, &
Fatima, 2012).

Studi Thapa (2015) di Nepal menjelaskan pendidikan adalah komponen
penting dari pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan
indikator penting dalam indeks pembangunan manusia yaitu pada kemampuan
membaca. Perbedaan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga dengan buta huruf
mencapai 45% pada tahun 2010 dan mendekati 4 % bagi rumah tangga yang
memiliki pendidikan menengah lebih tinggi atau lebih. Sementara proporsi rumah

tangga dengan buta huruf telah turun secara signifikan dari 62 % pada tahun 2000
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menjadi 43 % pada tahun 2010 (Osmani & Latif, 2013). Studi Zhang (2014)
menjelaskan orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh
pendidikan tinggi di Cina, disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan bagi
orang miskin. Studi Yurtkuran & Terzi (2015) di Turki menjelaskan ada

kausalitas satu arah (positif) dari pertumbuhan ekonomi ke jumlah siswa yang

menyelesaikan universitas_daiimiat®? tasnsa 1N (positif) dari jumlah siswa

an pendidikan tinggi

gladesh pada tahun

Pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk peningkatan
kesejahteraan penduduk. Studi Maiyo et al. (2009) di Kenya, berpendapat
pendidikan berkontribusi pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan nilai
efisiensi tenaga kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kualitas sumber daya manusianya.
Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari
kemiskinan. Studi Din et al. (2015) menjelaskan bahwa indikator pendidikan dan

kesehatan di negara Pakistan penting untuk memerangi kemiskinan.
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Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi
serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah
kesehatan merupakan hal yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini
diakibatkan karena keterbatasan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan

masing- masing. Orang miskin menghadapi beberapa hambatan layanan kesehatan

termasuk masalah keuangaq asi ke pusat layanan kesehatan,
dan miskin terhadap iﬂﬁﬁ? perawalen kesehatan (Goddard &
Smith, 1998; Loraht, Bol mble,

Dell %02).
e

kesehatan bagi anak-anak usia sekolah untuk mengentaskan kemiskinan. Studi

Valdivia (2004) di Peru menjelaskan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan
terhadap kesehatan. Studi Khan et al. (2006) di Tanzania menjelaskan fasilitas
kesehatan untuk orang miskin belum memadai. Studi Novignon et al. (2012) di
Ghanna menjelaskan bahwa kesehatan mempengaruhi kerentanan terhadap

kemiskinan.
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Kemiskinan adalah penyebab utama kesehatan yang buruk di dalam
masyarakat, tanpa memandang usia, etnis, agama, kelas sosial. Kemiskinan dapat
menyebabkan penyakit dan penyakit akan mempengaruhi kesehatan (Barnett et

al., 2012; Lasser, Himmelstein, & Woolhandler, 2006; Orpana, Lemyre, & Kelly,

2007). Studi Wickham et al. (2016) di Inggris menjelaskan kesehatan yang buruk

negara miskin masalah kesehatan. Orang-orang di daerah pedesaan tidak dapat
mengakses fasilitas kesehatan.

Provinsi yang kaya akan sumberdaya alamnya pada kenyataannya belum
mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan dipandang dari
keterbatasan akses terhadap geografis, pendidikan dan kesehatan terhadap
sumberdaya ekonomi. Walaupun sumbangan dana bagi hasil sumberdaya alam
rata-rata diatas 80% terhadap total penerimaan daerah. Studi Syahza (2011)

menjelaskan kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka
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multiplier effect sebesar 3,03 terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang
berusaha.

Kemiskinan menyebabkan ribuan bahkan jutaan anak  belum dapat
mengenyam pendidikan, kesulitan dalam membiayai pendidikan. Masalah

kemiskinan yang sulit diatasi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki

anaknya.

Kesehatan merupakan “agp yd' terpenting  dalam  meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya. Kesehatan merupakan indikator penting untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelemahan prasarana yang
mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yaitu sistem pelayanan kesehatan
belum responsif dan ketersediaan prasarana belum merata. Fasilitas kesehatan
seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter dan tenaga kesehatan lebih
banyak ditemukan di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Akses jalan yang
jauh dari rumah menuju rumah sakit atau puskesmas menyebabkan masyarakat
harus menempuh perjalanan jauh menuju ke kota untuk memeriksakan

kesehatannya. Ketersediaan jumlah sarana prasarana pendidikan dan kesehatan


http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/provinsi-riau
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dengan jumlah penduduk dari tahun 2012 hingga 2017 ditunjukkan pada Tabel 1.1

berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Sekolah, Jumlah Prasarana dan Jumlah Tenaga

Medis, Tahun 2012-2017 di Provinsi Riau

Jumlah Sekolah Jumlah Prasarana Jumlah Tenaga
Jumlah :
M edis
Tahun —
umal
Penduduk D SMP SM SMK _ Puskesras  Apotek  Dokter  Bidan
2012 5879,07 3. 48f 205 554 1. 052 4. 508
2013 5992,07 09 515 1. 004 4. 294
2014 6154,33 598 1. 137 5. 231
2015 6309,12 672 1254 4 986
2016 6459,9 699 1322 5824
2017 6616,28 744 1397 6 820
Sumber: BPS 2018
Jumlah SD 015-2016, tetapi tahun
2017 jumlah SD menindkeldaer] : . Penurunan jumlah sekolah

tahun 2016 terjadi pada tingkat SMP dan SMA berturut-turut  menjadi 973
sekolah dan 365 sekolah. Jumlah rumah sakit terus terjadi kenaikan dari tahun
2013-2016, tetapi tahun 2017 jumlah rumah sakit terjadi penurunan menjadi 70
rumah sakit. Jumlah fasilitas kesehatan di sisi lain yaitu puskesmas terus-menerus
naik tiap tahun. Perubahan peningkatan prasarana kesehatan perlu diperhatikan,
namun harus diimbangi dengan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga medis yaitu
jumlah tenaga dokter 1.322 orang di tahun 2016 dan terjadi kenaikan menjadi
1.397 orang di tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah bidan sebesar 5.824 orang

dan tahun 2017 jumlah bidan mengalami kenaikan menjadi 6.820 orang.
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Tenaga kesehatan masih tidak seimbang antara tenaga medis dengan pasien
sehingga pelayanan kesehatan belum maksimal.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan fenomena kemiskinan maka
pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis aspek

geografis dan kelembagaan dalam kemiskinan di Provinsi Riau?

1.2 Rumusan Masala

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kemiskinan wilayah Provinsi Riau
1. Untuk menganalisis pengaruh faktor geografis dalam kemiskinan di
kabupaten/kota di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor kelembagaan dalam kemiskinan di
kabupaten/kota di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang lebih dominan antara faktor geografis

dan kelembagaan dalam kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Riau.
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1.4 Kontribusi Penelitian
Adapun kontribusi bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini:
1. Kontribusi Teoretis
Dapat memberikan kontribusi akademik  bagi pengembangan Ilmu

Pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut

oleh peneliti-penelit

c. Memberikan kontribusi bahan referensi dan sumber informasi oleh pihak
lain yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut, terutama yang

berkaitan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau.
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inan sebenarnya sudah
ancara untuk menganalisis
kemiskinan suatu wilayah vyang te¥adi paradoks di satu sisi mempunyai
kelimpahan sumber daya alam, namun di sisi lain kemiskinan masih tinggi
dibandingkan propinsi kaya akan sumber daya alam seperti: Kepulauan Riau,

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau dan Kalimantan
Menurut Provinsi 2011 — 2018
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PROVINSI 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kepulauan Riau 74| 683| 6,35 64| 578| 584| 613| 583
Kalimantan Tengah 656 619| 623| 607 591| 536| 526 51
Kalimantan Selatan 529 | 501| 476| 481 472| 452 47| 465
Kalimantan Timur 6,77| 638| 638| 631 6,1 6| 608| 6,06
Kalimantan Utara - - - -l 632] 699| 69 | 6,86
INDONESIA 1249 | 11,66 | 1147 | 1096 | 11,13| 10,7| 1012 | 9,66

Sumber: BPS 2019




